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ABSTRAK 

 
PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, SANKSI 

PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK 

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP 

PRATAMA MAKASSAR SELATAN 

 

 
THE INFLUENCE OF MODERN TAX ADMINISTRATION SYSTEMS, TAX 

SANCTIONS, TAX SOCIALIZATION, AND TAXPAYER AWARENESS ON 

INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA SOUTH 

MAKASSAR 

 

 
Ilmin Maulani 

Darmawati 

Nadhirah Nagu 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi modern, 

sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap 

keatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 100 responden. 

Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam 

bentuk pernyataan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa 

sistem admnistrasi perpajakan modern, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan 

kesadaran wajib pajak memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan 

kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi dalam melakukan 

perpajakan. 

 
Kata Kunci : Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Pajak, Sosialisas 

Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

 

 
This study aims to determine the effect of modern administrative systems, tax 

sanctions, tax socialization, and taxpayer awareness on individual taxpayer 

compliance at KPP Pratama Makassar Selatan. This study uses quantitative 

methods with a sample of 100 respondents. The data collection method in this 

study used a questionnaire in the form of a statement. The data analysis used in 

this research is multiple linear regression. Based on the results of data analysis, it 

shows that the modern tax administration system, tax sanctions, tax socialization, 

and taxpayer awareness have a significant role in increasing taxpayer 

compliance, especially individual taxpayers in doing taxation. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

 
 

Pajak merupakan pungutan wajib atau sumbangan wajib oleh orang pribadi 

maupun badan yang berupa uang yang disetor kepada negara atau pemerintah 

yang sehubungan dengan pendapatan, materai, harga beli barang mewah, 

pertambahan nilai, bumi dan bangunan. Salah satu sumber penerimaan terbesar 

negara, khususnya negara kesatuan Republik Indonesia berasal dari pajak. 

Menurut Undang-Undang N0.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sari & Putu, 2019). 

Adanya perkembangan zaman yang semakin modern dan pesatnya 

perkembangan teknologi, maka semakin memudahkan wajib pajak untuk dapat 

mengakses berbagai sumber informasi dan pelayanan perpajakan. Hal tersebut 

dapat diakses melalui aplikasi perpajakan yang dibuat oleh DJP maupun ASP 

perpajakan dengan memanfatkan koneksi internet, Namun sayangnya hal di atas 

tidak menjadi jaminan semakin kecil terjadinya tunggakan pajak. Penyebab 

terjadinya tunggakan pajak tersebut, dikarenakan rendahnya pengetahuan dan 

pemahaman sebagian besar wajib pajak mengenai sistem perpajakan, sering 

terjadi kendala dari segi teknis dalam sistem online, sehingga mempengaruhi 

kepatuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sari & Putu, 

2019). 
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Sistem administrasi perpajakan di Indonesia juga sudah mulai ada 

perubahan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari 

langkah yang telah dibuat oleh DJP sebagai garda terdepan dalam memberikan 

pelayanan yang baik bagi wajib pajak dengan pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi. Sistem administrasi pajak juga sebagai kunci keberhasilan 

suatau kebijakan pajak, dimana administrasi pajak ini telah direformasi sebagai 

instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun sampai saat ini 

masih saja ada keluhan dan kendala yang sering dialami oleh wajib pajak 

mengenai sistem administrasi modern. 

Modernisasi meliputi tiga hal, yakni: (1) Reformasi kebijakan ditempuh 

melalui amandemen UU Perpajakan yakni UU No. 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan, UU No. 36 tahun 2008 tentang 

Pajak penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung; (2) 

Reformasi administrasi terkait organisasi, teknologi informasi dan sumber daya 

manusia. Dalam bidang organisasi, kini telah dilakukan perubahan struktur 

organisasi dari berdasarkan per jenis pelayanan menjadi organisasi dengan 

struktur berdasarkan fungsi dengan menggabungkan ketiga kantor (KPP, KPPBB 

dan Karikpa) menjadi KKP Pratama. Selain KPP Pratama juga terdapat KPP 

Madya di setiap kantor wilayah dan 2 KPP WP Besar yang hanya ada di Jakarta. 

Selain itu terdapat petugas khusus yang disebut AR (account representative) 

yang bertugas mengawasi dan melayani wajib pajak; (3) Reformasi teknologi 

informasi. konsepnya menuju full automation, menuju administrasi internal yang 

paperless, efisien, customer oriented dan fungsi built-in control. Adapun 

tujuannya untuk mengurangi kontak langsung dengan WP, mudah, hemat dan 

cepat. Selain itu, akurat, efektif dan efisien dan pengawasan internal melalui built-

in control system (Setiana et al., 2010). 
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Suksesnya penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak lepas 

dari pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, berkenan dengan itu 

pengetahuan wajib pajak juga dianggap sebagai salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh penegak hukum pepajakan 

dengan menerapkan sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat kita 

lihat dari rendah atau tingginya sanksi perpajakan untuk mengancam wajib pajak. 

Namum wajib pajak yang sudah bayar pajak dengan baik akan menuntut kembali 

layanan pajak jika mereka tidak menerima layanan pajak yang tidak maksimal 

(Oktaviani, 2017). 

Sanksi dalam konteks hukum yaitu sanksi yang berarti hukuman yang 

dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi, sanksi dapat berarti kontrol 

sosial. Di dalam perpajakan sanksi yang digunakan yaitu dalam konteks hukum 

dimana sanksi pajak sendiri dikenakan bagi wajib pajak yang tidak mematuhi 

ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku saat ini. Sanksi pajak itu 

muncul akibat adanya entitas wajib pajak baik itu pribadi maupun badan yang 

melakukan pelanggaran atas aturan perpajakan. Penerapan sanksi pajak baik itu 

sanksi administrasi (denda, bunga, dan keanikan) dan sanksi pidana guna untuk 

mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapam sanksi pajak harus 

konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang melanggar atau tidak 

memenuhi kewajiban pajaknya. Tinggihnya suatu sanksi pajak maka tingkat 

kepatuhan wajib pajak akan meningkat. 

Sosialisasi perpajakan juga salah satu faktor yang mempengaruhi ringkat 

kepatuhan wajib pajak yang merupakan cara yang dilakukan DJP dalam 

memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada wajib pajak tentang 

sesuatu yang berhubungan dengan perundang-undangan, sosialisasi pajak 



       4  

diataur dalam surat edaran oleh DJP Nomor SE-22/PJ./2007 tentang 

standardisasi sosialisasi perpajakan bagi masyarakat. Dengan adanya sosialisasi 

perpajakan dapat menimbulkan pemahaman dan menyadari pentingnya 

kepatuhan membayar pajak dengan berlaku baik dalam melaporkan dan 

menyetorkan wajib pajaknya sendiri (Nugroho & Kurnia, 2020). 

Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk sesungguhnya yang dimiliki 

wajib pajak dengan timbulnya keinginan untuk patuh dalam membayar dan 

melaporkan pajak. Kurangnya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat 

sehingga masih banyak yang menyepelehkan membayar pajak yang dianggap 

suatu hal yang memberatkan. Jika masyarakat sadar dan mengetahui presensi 

dirinya sebagai warga negara dan selalu menjunjung tinggi Undang-Undang 

Dasar 1945 sebagai dasar hukum pengendalian negara akan memiliki dampak 

yang baik untuk keberangsungan peningkatan secara berkelanjutan (Nugroho & 

Kurnia, 2020). 

Adanya berbagai kendala yang di hadapi wajib pajak mengenai sistem 

administrasi modern yang membuat masih ada wajib pajak melaporkan dan 

menyampaikan secara manual. Serta krangnya pemahaman wajib pajak 

mengenai perpajakan, kesdaran wajib pajak. Disamping itu wajib pajak juga 

masih banyak melanggar sanksi perpaajakan yang telah diterapkan. Masalah- 

masalah ini cukup berpengaruh dalam kegiatan administrasi perpajakan pada 

kantor Pajak Pratama Makassar Selatan. 

Berdasarkan data ditjen pajak (DJP), per 31 Desember 2021 tercatat 

pelaporan SPT Tahunan 2020 mencapai 15,97 juta. Jumlah wajib pajak wajib 

SPT sendiri mencapai 19 juta. Secara lebih terperinci, total SPT Tahunan wajib 

pajak badan yang masuk mencapai 1,01 juta SPT. Adapun SPT tahunan wajib 

pajak orang pribadi yang masuk mencapai 14,77 juta. Direktorat jendral pajak 
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telah menargetkan kepatuhan wajib pajak sebesar 80%, masih sama dengan 

target tahun sebelumnya. Dimana rasio kepatuhan wajib pajak cenderung 

mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir sejak 2016. Namun 

sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 saja (https:// news.ddtc.co.id/rasio- 

kepatuhan-wajib- pajak-capai-84-per-akhir-2021-35875.,diakses pada 10 Maret 2022). 

 

Selanjutnya berdasarkan data seksi pengelolaahan data dan informasi KPP 

Pratama Makassar pada tahun 2015 jumlah wajib pajak yang melaporkan e-SPT 

sebanyak 13.311 wajib pajak. Tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 

21.751 wajib pajak dari tahun pajak 2015. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak 

yang melaporkan e-SPT semakin meningkat sebanyak 36.225 wajib pajak. Jika 

dibandingkan dengan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar 

Selatan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 70.219 wajib pajak, masih terdapat 

perbedaan yang sangat besar. Hal ini menunjukan bahwa masih banyak wajib 

pajak yang kurang paham mengenai informasi sistem administrasi perpajakan 

modern dan lebih memilih melaporkan SPT tahunannya dengan cara manual 

(Nurhidayanti et al., 2022). 

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan peneltian ini seperti, 

Nugroho & kurnia, (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi 

perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. 

Selain itu, Septriliani & Ismatullah, (2021) melakukan penelitian mengenai 

sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan 

modern memiliki pengaruh yang positif dan signifikan untuk meningkatkan 
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kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena dengan adanya sistem administrasi 

perpajakan modern ini dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak tidak ada alasan lagi untuk tidak 

membayar pajak maka dengan ini wajib pajak pun akan semakin patuh. 

Berdasarkan fenomena dan studi terdahulu di atas maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan 

Modern dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Di KPP Pratama Makassar Selatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar 

Selatan? 

2. Apakah pengaruh sanksi pajak sekarang ini sehingga wajib pajak dapat 

memenuhi kewajiban serta melaksanakan hak atas perpajakannya? 

3. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan? 

4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengeruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untu mengetahui 

berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh antara sistem administrasi perpajakan modern 
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terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama 

Makassar Selatan. 

2. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak sehingga wajib pajak dapat 

memenuhi semua kewajiban serta melaksanakan hak atas 

perpajakannya. 

3. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. 

4. Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan ke depannya akan bermanfaat bagi penulis, 

masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah. 

1.4.1 Kegunaan Teorities 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal 

perkembangan ilmu mengenai pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, 

sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar. Selain itu, 

penelitian ini pula diharapkan mampu untuk dikembangkan penulis selanjutnya 

demi pengembangan ilmu pengetahuan. 

1.4.2 Kegunaan praktis 

 

Hasil penelitian dapat bermanfaat serta dapat memberikan gambaran 

langsung tentang bagaimana pengaruh sistem administrasi modern, sosialisasi 

perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 
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wajib pajak orang pribadi. Dilihat dari pandang instansi, penelitian ini dapat 

memberikan gambaran mengenai sistem administrasi perpajakan modern dan 

saksi pajak yang diterapkan saat ini guna memberikan pelayanan yang lebih baik 

dikemudian hari, 

1. 5 Ruang Lingkup Penelitian 

 
 

Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar KPP 

Pratama Makassar dan hanya membahas mengenai sistem administrasi 

perpajakan modern, sosialisasi perpajakam, kesadaran wajib pajak dan sanksi 

pajak ssterhadap kepatuhan wajib pajak. 

1. 6 Sistematika Penulisan 

 

Pembahasan dalam proposal ini dibagi tiga bab dan didalam tiap bab 

dibagi dalam susb-sub bab. Adapun rincian masing-masing bab adalah sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup/batasan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Tinjuan Pustaka berisi tinjuan teori yang diperlukan dalam menunjang 

penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah 

dirumuskan dalam penelitian ini, tinjuan atas penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian berisi mengenai metode atau langkh-langkah apa 

saja yang dilakukan dalam dalam penelitian ini, yaitu meliputi rancangan 

penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen 



       9  

penelitian, analisis data. 

 

Bab IV Hasil Penelitian berisi mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis 

dan pembahasan 

Bab V penutup berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep 

 
2.1.1 Teori Atribusi 

 
Atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan alasan yang 

menyebabkan seseorang berperilaku. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz 

Heider (1958) menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh 

kombinasi antara kekuatan internal (internal forces) dan kekuatan eksternal 

(external forces). Kekuatan internal yang dimaksud yaitu faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri seseorang seperti bakat, kemampuan dan usaha. 

Adapun kekuatan eksternal yang dimaksud yaitu faktor-faktor yang berasal 

dari luar atau dari lingkungan sekitar individu, seperti keberuntungan atau 

kesulitan yang dialami individu dalam pekerjaan. Robbins & Stephen (2002), 

dijelakan bahwa teori atribusi menyatakan ketika kita mengobservasi perilaku 

seseorang, kita berusaha untuk menentukan apakah penilaian ini disebabkan 

faktor internal atau eksternal 

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena perilaku 

seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan oleh berbagai 

faktor. Teori tersebut memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang 

merupakan faktor internal seseorang sedangkan yang memiliki keterkaitan 

dengan faktor eksternal yaitu sistem administrasi perpajakan modern, sanksi 

perpajakan, sosialisasi perpajajakan, kesadaran wajib pajak. Faktor internal 

dan eksternal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil 

keputusan untuk patuh atau tidak patuh. Presepsi seseorang dalam menilai 

sesuatu berasal dari faktor internal dan eksternal yang mendorong seseorang 

untuk mengambil keputusn dalam bertindak. Hal tersebut berarti pemenuhan 



       11  

kepatuhan perpajakan sangat bergantung dari keputusan yang diambil oleh 

wajib pajak. 

2.1.2 Task Technology Fit (TTF) 

 

Teori Task Technology Fit (TTF) ini dikembangkan oleh Goodhue & 

Thompson (1995). TTF tersebut adalah hubungan antara kebutuhan tugas, 

kemampuan individu dan fungsi teknologi yang artinya kemampuan teknologi 

dalam membantu individu menyelesaikan tugas-tugasnya. 

Selain itu, TTF di atas dapat diterapkan pada penelitian ini dikarenakan 

pemanfaatan atau penggunaan sistem ditunjukkan dengan memanfaatkan 

sistem administrasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak, dikarenakan kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan dan 

menyelesaikan kegiatan perpajakannya seperti mendaftarkan diri sebagai 

wajib pajak, menghitung besarnya tagihan pajaknya sendiri, membayarkan 

pajak terutang, dan melaporkan pajak yang sudah dibayar dengan efektif dan 

efisien. 

2.1.3 Perpajakan 

 
2.1.3.1 Definisi Pajak 

 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2017). 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) pajak merupakan iuran yang 

dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang 

melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat 
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dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara 

untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. 

Terakhir, menurut Hamdani (1985) pajak adalah iuran kepada negara 

(yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut 

peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 

dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- 

pengeluaran umum terhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. 

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak 

 

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut Agoes & Trisnawati 

(2007), yakni mencakup : 

1. Golongan terdiri dari: 

 
a. Pajak langsung, meupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh 

Wajib Pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan 

kepada pihal lain. 

b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. 

2. Sifat, terdiri dari: 

 
a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan 

keadaan pribadi WP. 

b. Pajak objektif, merupakan pajak yang pengenaanya memerhatikan 

pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau 

peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, 

tanpa memerhatikan keadaan pribadi WP. 
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3. Lembaga pemungut, terdiri dari: 

 
a. Pajak pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

b. Pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerahyang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

2.1.3.3 Fungsi Pajak 

 

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu: 

 
1. Fungsi budgetair 

 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) 
 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

2.1.3.4 Syarat Pemungutan Pajak 

 
Ada beberapa syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018), Agar 

pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka 

pemungutuan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 

 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang- 

undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum 

dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan maing-masing. 

Adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi 

wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 
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pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan 

Pajak. 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

negara maupun warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian (syariat ekonomis) 

 
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyrakat. 

4. Pemungutan pajak harus efesien (syarat finansial) 

 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

2.1.3.5 Asas Pemungutan pajak 

 

Asas pemungutan pajak terdiri dari tiga menurut Mardiasmo (2018),  yaitu 

terdiri dari : 

 

1. Asas domisili (asas tempat tinggal) 

 
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib 

pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang 

berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku 

untuk wajib pajak dalam negeri. 

2. Asas sumber 
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Asas ini pemungutan pajaknya negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan 

tempat tinggal wajib pajak. 

3. Asas kebangsaan 

 
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara 

 
2.1.3.6 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak terdiri dari beberapa bagian menurut 

Mardiasmo (2018) diantaranya yaitu: 

a. Official Assesment System 

 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 

kepadaWajib Pajak. Ciri-cirinya mencakup: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus 

 
2. Wajib pajak bersifat pasif 

 
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus 
 

b. Self Assesment System 
 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang.Ciri-cirinya mencakup: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

wajib pajak sendiri 

2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
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c. With Holding System 
 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

2.1.3.7 Subjek Pajak 

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan 

yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak menurut 

Mardiasmo (2018) terdiri dari: 

1. Orang pribadi. 

 
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, perse-kutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 

4. Bentuk usaha tetap (BUT). 

 
2.1.4 Sistem administrasi perpajakan Modern 

 
 

Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan ketatausahaan yang 

meliputi kegiatan catat mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan dan 

pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksud untuk menyediakan 

informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika 

dibutuhkan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan untuk mewudkan 

tugas pokok suatu organisasi. Administrasi secara luas adalah seluruh 
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kegiataan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua orang atau lebih 

dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Pohan, 2017). 

Administrasi perpajakan (Tax Administration) merupakan cara-cara 

dan prosedur pengenaan dan pemungutan pajak (Lumbantoruan & Sophiar, 

1997). Mengenai peran administrasi perpajakan, Pandiangan (2008) 

mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk 

merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana 

amanat APBN. 

Administrasi perpajakan modern yaitu salah satu hasil dari perubahan 

pajak di indonesia dilakukan dengan cara berjenjang dan komprehensif 

terhadap pengawasan, kebijakan perpajakan dan bidang hukum. Sistem 

administrasi perpajakan modern menerapkan good governance serta 

melayani masyarakat secara prima. Adanya sistem administrasi perpajakan 

modern memiliki tujuan untuk memperoleh target penerimaan pajak, dan 

membuat perubahan paradigma perpajakan yang semakin baik lagi 

(Septriliani & Ismatullah, 2021). 

Dijelaskan oleh Rahayu (2017), Perubahan yang terjadi pada Sistem 

Administrasi Perpajakan Modern yang sudah dilakukan di Indonesia pada 

dasarnya yaitu sebagai berikut : 

1. Resktrukturisasi Organisasi 

 
Restrukturisasi organisasi merupakan hal yang sangat strategis. Hal ini 

deperlukan agar sistem administrasi lebih efisien serta mencapai tujuan 

yang diharapkan. 
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Restrukturisasi organisasi yang telah ditetapkan melalui sistem 

administrasi perpajakan modern ini yaitu: 

a. Kantor pusat 

 
Struktur organisasin kantor pusat DJP disusun berdasarkan fungsi 

agar sesuai dengan unit vertikal dibawahnya. Kantor pusat DJP 

dirancang sebagai pusat analisis dan perumusan kebijakan (center of 

policy making and analysis) atau hanya menjalankan tugas dan 

pekerjaan yang sifatnya non operasional. 

b. Kantor Operasional 

 
Kantor operasional yaitu kantor pelayanan pajak (KPP) 

 
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi 

dan informasi 

Penyempurnaan business processs dilakukan ntuk memperbaiki birokrasi 

yang berbelit dan tumpang tindih dalam pelaksanaa suatu prosedur. 

Penyempurnaan ini mencakup sistem prosedur kerja yang menerapkan 

full automation dengan memnfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia 

 
Elemen yang terpenting dari suatu organisasi adalah sumber daya 

manusia yang berkompeten dan berintegrasi. Diperbaikinya sistem dan 

manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, 

karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan 

SDM yang berkualitas. Dengan sistem administrasi perpajakan modern 

ini dapat deducing oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan 

kinerja. 
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4. Pelaksanaan Good Govermance 
 

Good Govermance, selalu dihubungkan dengan institusi dan integritas 

pegawai. Pada suatu organisasi, Good Govermance bisa dihubungkan 

dengan mekanisme pengawasan internal (internal control) tujuannya aga 

memperkecil adanya penyimpangan dan pnyalahgunaan pada 

organisasi, yang dilakukan pegawai fisus ataupun pihak lain yang sengaja 

ataupun tidak 

2.1.5 Sanksi Pajak 

 

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan 

merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma 

perpajakan (Mardiasmo, 2018). 

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu 

Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran 

suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, 

ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam 

dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. 

a. Sanksi Administrasi 

 

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang 

berupa bunga, denda, dan kenaikan 

- Bunga 

 
Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga 

pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan. Bunga 
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pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak 

pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri 

tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT. Bunga 

penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih 

dengan surat tagihan tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. 

Sedangkan bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam 

surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak, dimana bunga 

ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. 

- Denda 

 
Sanksi administrasi berupa denda ditujukan bagi yang terlambat 

memasukkan/menyampaikan, pembetulann SPT tetapi belum disidik. 

Khusus PPN yaitu yang tidak melaporkan usaha, tidak 

membuat/mengisi faktur, dan melanggar larangan membuat faktur. 

Sedangkan khusus PBB yaitu kurang bayar STP/SKPKB. 

- Kenaikan 

 
Sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan dalam bentu 

persentasi tertentu dari jumlah pajak yang terutang meliputi 50% dan 

100% dari jumlah pajak yang terutang. 

b. Sanksi Pidana 

 

Merupakan pembayaran siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat 

terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma 

perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan 

ada 3 macam sanksi pidana sebagai berikut: 

- Denda pidana 

 
Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya 
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diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan 

peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikanakan 

kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak 

atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda idana 

dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun 

bersifat kejahatan. 

- Pidana kurungan 

 
Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang 

bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak, dan pihak 

pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si 

pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan 

dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai 

denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama- 

lamanya sekian. 

- Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman 

perempasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap 

kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukan kepada 

pihak ketiga, adanya kepadapejabat dan kepada wajib pajak. 

2.1.6 Sosialisasi perpajakan 

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan pengarahan terkait dengan 

pentingnya melakukan pembayaran pajak untuk negeri dimaksudkan untuk 

menyadarkan rakyat akan kewajibannnya. Tanpa sosialisasi efektif dan 

berkesinambungan, terasa sulit bagi rakyat untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Kurangnya sosialisasi yang luas yang diberikan oleh media 

massa berpengaruh terhadap kuranganya kesadaran rakyat untuk mentaati 

ketentuan wajiban membayar pajak (Srimulyani & Sfianty, 2022),
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Sosialisasi perpajakan salah satu faktor penting yang dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi 

perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memberikan 

pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai sistem perpajakan di 

indonesia. Masyarakat juga menjadi paham terkait manfaat yang didapatkan 

ketika membayarkan pajaknya serta sanksi yang dikenakan jika melanggar 

peraturan perpajakan sehingga wajib pajak sada r untuk patuh dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan bisa berupa 

seminar, pemasangan spanduk atau poster atau ikalan d tv, radio,koran dan 

lainnya (Nareswari, 2019). 

2.1.7 Kesadaran wajib pajak 

Kesadaran wajib pajak adalah situasi yang mana wajib pajak dapat 

tahu, menghargai, dan taa akan ketentuaan-ketentuan tentang perpajakan 

serta memiliki kemauan dan kesanggupan dalam melaksanaakan pemenuhan 

kewajiban pajak. Kesadaran akan meningkat apabila timbul kepada diri wajib 

pajak itu sendiri, apabila wajib pajak mulai paham dan sadar bahwasahnya 

pajak penting untuk dibayar (Srimulyani & Sofianty, 2022),. 

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Perpajakan saat ini memiliki kondisi yang menuntut aktif wajib pajak 

dalam upaya menyelenggarakan perpajakannya dimana membutuhkan 

kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Menurut Rahayu (2013) 

mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang 

berlaku dalam suatau negara. 

Ada du macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan 

material yang dijelaskan oleh (Pohan, 2017) : 

1. Kepatuhan Formal 

 
Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana 

wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai 

dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 

Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT pph tahunan 

adalah 3 bulan sesudah berakhirnya tahun pajak, yang pada umumnya 

jatuh pada tanggal 31 maret jika wajib pajak menyampaikan SPT pph 

tahunan sebelum tanggal 31 maret tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. 

2. Kepatuhan Material 

 
Yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan 

dimana wajib pajak secara subtantif atau hakikat memenuhi semua 

ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang 

perpajakan. Kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan pajak 

penghasilan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan 

benar SPT tersebutsesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pph 

dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu. 

Adapun tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu : 

 

a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 

 
Pendaftaran sebagai wajib pajak merupakan tahapan awal yang 

harus dilakukan 
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b. Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) 

Surat pemberitahuan harus diisi oleh wajib pajak dan wajib pajak 

harus menyampaikan SPT ke DJP dimana wajib pajak tersebut 

terdaftar dan bia juga ditempat lain yang telah tentukan oleh DJP 

c. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas penghitungan dan 

pembayaran pajak terutang) Pengisian SPT haruus dilakukan secara 

lengkap, benar dan jelas. 

d. Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun) 

Tunggakan perpajakan yaitu total pajak yang belum lunas sesuai 

dengan surat tagihan pajak yang tercantum pokok pajak terhutang. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu merupakan acuan dan pedoman yang digunakan 

beberapa penelitian. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang 

memiliki konsep yang relevan dan menjadi landasan dalam penelitian ini. 

Penelitian dari Septriliani & Ismatullah, (2021) mengenai sistem 

administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem administrasi 

perpajakan modern memiliki pengaruh yang positif dan signifikan untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena dengan adanya 

sistem administrasi perpajakan modern ini dapat mempermudah wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak tidak ada 

alasan lagi untuk tidak membayar pajak maka dengan ini wajib pajak pun 

akan semakin patuh. 

Adapun penelitian dari Cahyani et al., (2021) mengenai pengaruh 

sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan perpajakan, pelayanan 
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fiskus, kesadaran wwajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan 

perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Pelayanan fiskus dan 

kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi di KPP Pratama Giayar. Berbeda dengan penelitian Sasmita 

(2019) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor PT Bali Jaya 

Transindo. 

Selanjutnya, Nugroho & kurnia, (2020) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan 

signifikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Kemudian, penelitian dari Rinaldy, (2021) mengenai dampak sistem 

administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP 

Madya Makassar. Hasil penelitiannya bahwa sistem administrasi perpajakan 

odern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Selain itu, penelitian dari Sari & Putu, (2019) mengenai pengaruh 

sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan perpajakan dan kualitas 

pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil 

penelitiannya bahwa sistem administrasi modern berpengaruh positif pada 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan berpengaruh 

positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan kualias pelayanan 
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fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

 
Terakhir, penelitian dari Sugiarto & Syaiful, (2022) mengenai pengaruh 

pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan 

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil 

penelitiannya bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan berpengaruh 

positid terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi dan kesadaran 

wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Berbeda dengan penelitian Sulistyari et al (2022) menyatakan bahwa 

sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Kualitas Account 

Representative, pengawasan Account Representative, konsultan Account 

Representative, dan sanksi perpajkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. 

2.3 Kerangka Konseptual 

 

Dalam penelitian ini yang ingin diuji adalah pengaruh sistem 

administrasi perpajakan modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi pada KPP Madya Makassar. Adapun kerangka pemikiran 

yang digunakan sebagai acuan penelitian sebagai berikut : 
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TEORI 

Teori atribusi 

Teori Task 

Technology Fit (TTF) 

STUDI EMPIRIK 

Sistem Administrasi PerpajakanModern 

Pohan (2017), Lumbantoruan & Sophiar (1997), Septriliani & 

Ismatullah (2021), Rahayu (2017), dan Rosdiana et al., (2011), 

Sasmita (2019) 

Sanksi Pajak Mardiasmo (2018) 

Sosialisasi perpajakan Srimulyani & sfianty (2022). 

Nareswati (2019), Sulistyari et al (2022) 

Kesadaran wajib pajak Sugiarto & Syaiful (2019 

Kepatuhan Wajib Pajak 
Rahayu (2013), dan Pohan (2017) 

Uji Regresi 

Analisis Statistik- 

Kuantitatif    

VARIABEL 

- Sistem administrasi perpajakan modern 

(variabel independen)    

- Sanksi pajak (variabel independen)   

- Sosialisasi perpajakan (variabel Independen)  

- Kesadran wajib pajak (variabel independen)  

- Kepatuhan wajib pajak (variabel dependen)    

Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual 
 

 
 

 
 

FASE PENELITIAN 

- Menguji pengaruh positif antara sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar.    

- Menguji pengaruh sanksi pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi semua 
kewajiban pajaknya serta melaksanakan hak atas perpajakannya.  

- Menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
pada KPP Pratama Makassar.  

- Menguji pengaruh kesadran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
pada KPP Pratama makassar  
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2.4 Hipotesisss 
2.4.1 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap 

Kepatuhan Wajib pajak 

 

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan salah satu garda 

terdepan dalam memberikan pelayanan yang baik bagi wajib pajak dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem administrasi 

perpajakan modern juga sebagai salah satu dalam meningkatkan tingkat 

kepatuhan wajib pajak. 

Studi terdahulu yang relevan mengenai pengaruh sistem administrasi 

perpajakan modern seperti Astana & Merkusiwati (2017), Sarunan (2016). 

Adapun hasil studi Astana & Merkusiwati, (2017) menemukan bahwa 

penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif 

tehadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian hasil setudi Sarunan, (2016) 

menegaskan baha modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki 

pengaruh yang positif terhadap kepatuhanwajib pajak orang pribadi dan wajib 

pajak badan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan sistem administrasi 

perpajakan modern yang semakin baik maka akan meningkatkan tingkat 

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibab perpajakannya. Dari 

uraian diatas, hipotesis dirumuskan : 

H1 : Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap 

Kepatuhan wajib pajak. 

 
2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak 

melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak juga sebagai ancaman bagi 
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wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Semakin tegas sanksi pajak maka 

tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya semakin 

tinggi. 

Studi terdahulu yang relevan mengenai pengaruh sanksi pajak seperti 

Pranata & Setiawan, dan Cahyani et al (2021). Adapun hasil studi Pranata & 

Setiawan, (2015) Menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif 

pada wajib pajak dalam membayar pajak. Sejalan dengan penelitian sanksi 

perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

dimana jika semakin dalam pengetahuan wajib pajak tentang sanksi pajak, 

maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung meningkat. Kemudian 

hasil studi Cahyani et al., (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin dalam pengetahuan 

wajib pajak mengenai tegasnya sanksi pajak maka semakin tinggi tingkat 

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas maka hipotesis 

dirumuskan: 

H2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

 
 

2.4.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 
Sosialisasi   perpajakan merupakan upaya dari direktorat jenderal pajak 

yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya untuk wajib pajak 

agar mengetahui segala esuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan 

maupun tata cara perpajakan dengn metode-metode yang seharusnya. 

Sosialisasi yang diberikan bertujuan untuk memberikan pengertian kepada 

masyarakat akan pentingnya membayar pajak karena dengan sosialisasi yang 
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dilakukan memberikan pengaruh untuk memotivasi wajib pajak agar semakin 

mengerti tentang manfaat membayar pajak. 

Studi terdahulu yang relevan mengenai sosialisasi perpajakan seperti 

Srimulyani & Sofianty (2022), dan Nareswari (2019). Adapun hasil penelitian dari 

srimulyani & sofianty, (2022) menyatakan bahwa berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak, apabila nilai sosialisasi pajak meningkat berdampak pada 

bertambahnya tingkat ketatan membayar pajak. Kemudian Nareswari, (2019) 

menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak, adanya sosialisasi pajak yang rutin diberikan 

DJP kepada wajib pajak dapat meningkatkan informasi dan pemahaman wajib 

pajak terkait pentingnya fungsi perpajakan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya sosialisasi 

perpajakan yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

 
 

2.4.4 Pengaruh Kesadran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 
Kesadaran   wajib pajak merupakan situasi wajib pajak dapat tahu, dan 

taat akan ketentuan-ketentuan tentang perpajakan seerta memiliki kemauan dan 

kesanggupan dalam melaksankan pemenuhan kewajiban pajak. 

Studi terdahulu yang relevan mengenai kesadaran wajib pajak seperti 

Sugiarto & Syaiful (2022), dan Nugroho & Kurnia (2020). Adapun hasil penelitian 

dari Sugiarto & Syaiful, (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian dari 

Nugroho & Kurnia, (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi dari 
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wajib pajak akan mendorong seseorang dalam melakukan suatu tindakan yaitu 

membayar kewajiban pajaknya. 

H4 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 


